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Lampiran
Hal : Penjelasan Outstanding SP2D

Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
JI. Penjanggik Nomor 12
Mataram - Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara No 944/190/Keu/2011 tanggal 4 April 2011

perihal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan
Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu
PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 dan 56, menyatakan bahwa
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

. PSAP 01 paragraf 8 menyatakan bahwa “kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di

bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.”

PSAP 03 Paragraf 8 menyebutkan "pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang
keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1 menyatakan “Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.”

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan belanja dan pengurangan kas pada

dasarnya dapat diterapkan pada saat penerbitan/penyerahan SP2D jika waktu antara
penerbitan/penyerahan SP2D ke bank dan pencairannya relatif bersamaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

A Ketua Komite Kerja

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite

Konsultatif.




